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Abstract

Financial information which has been the main analytical as well as the main accountability tool to investors
apparently unable to meet the demands of investors, especially in terms of non-financial information
disclosure. Integrated reporting (IR) exist to respond this issue. This study analyzes the effect of the size of
the public accounting firm (KAP), stakeholder pressure, audit committee meetings, and audit committee
authority on IR. Property, real estate and construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDX) were selected as the object of this study because they were considered to have complex information in
their operations. Through a purposive sampling technique, 116 samples were selected during the 2016-2017
observation year that were processed with multiple linear regression analysis on the Eviews 8 analysis tool.
Based on the results and conclusions of the study, audit committee meetings and the audit committee authority
have a positive and significant influence on (IR). This shows the company will maximize IR practices if the
audit committee has a high frequency of meetings and expanded authority of the audit committee. Meanwhile,
KAP size and stakeholder pressure have not been proven to have an influence on IR.

Keywords: Integrated Reporting, Public Accounting Firm Size, Stakeholder Pressure, Audit Committee
Meeting, Audit Committee Authority.

Abstrak

Informasi keuangan yang selama ini menjadi alat analisis sekaligus pertanggungjawaban utama kepada
investor dirasa tidak mampu memenuhi tuntutan investor, terutama akan informasi non-finansial. Integrated
reporting (IR) hadir sebagai suatu laporan terintegrasi yang menggabungkan informasi finansial dan non-
finansial ke dalam suatu laporan yang mampu menyajikan informasi secara komprehensif bagi penggunanya.
Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), tekanan pemangku kepentingan,
rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap IR. Perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai objek penelitian ini karena dinilai memiliki
informasi yang kompleks dalam operasinya. Melalui teknik purposive sampling, terpilih 116 sampel selama
tahun amatan 2016-2017 yang diolah dengan analisis regresi linier berganda pada alat analisis Eviews 8.
Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, rapat komite audit dan otoritas komite audit memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap (IR). Hal ini menunjukkan perusahaan akan memaksimalkan praktik IR apabila
komite audit memiliki frekuensi rapat yang tinggi serta diperluasnya otoritas dari komite audit. Sementara,
ukuran KAP dan tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR.

Kata Kunci: Integrated Reporting, Ukuran KAP, Tekanan Pemangku Kepentingan, Rapat Komite
Audit, Otoritas Komite Audit.
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PENDAHULUAN

Bangsa-bangsa di dunia, melalui United Nations (Persatuan Bangsa-bangsa “PBB”), telah
menentukan arah pembangunan kehidupan umat manusia di muka bumi untuk tahun sejak 2016
hingga 2030. Suatu manifesto yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang
untuk menciptakan tatanan hidup secara berkelanjutan. Sustainable Development Goals memetakan
tantangan global yang kita hadapi, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, iklim,
degradasi lingkungan, kemakmuran, serta perdamaian dan keadilan (United Nations).

Menjawab harapan besar yang digagas oleh bangsa-bangsa di dunia, pemerintah telah
mengeluarkan suatu instrumen kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam
Perpres tersebut, diungkapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global
tahun 2016 sampai tahun 2030. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan
praktik terintegrasi dari berbagai segmen, termasuk segmen bisnis.

Selaras dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam negeri guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi, segmen bisnis infrastruktur dan konstruksi adalah segmen yang
cukup vital dalam mendorong upaya tersebut. Pada praktiknya, industri konstruksi juga memiliki
informasi kompleks yang harus dilaporkan guna menghasilkan suatu instrumen informasi yang dapat
dipergunakan dalam upaya pengambilan keputusan. Pada kriteria kompleksitas informasi tersebut,
segmen konstruksi memiliki alasan yang cukup untuk menerapkan integrated reporting.

Integrated Reporting — biasa disimbolkan IR — merupakan model pelaporan perusahaan yang
dikembangkan oleh International Integrated Reporting Council (1IRC) dan didukung oleh Global
Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2011. Integrated Reporting dapat digambarkan sebagali
pelaporan 'holistik' di mana para pemangku kepentingan akan dilengkapi dengan informasi yang
berkaitan dengan kegiatan organisasi perusahaan (Abeysekera, 2013).

Penelitian Ghani et.al (2018), menyebutkan bahwa ukuran KAP memengaruhi secara poisitif
terhadap penerapan IR, yang artinya manajemen akan menggunakan IR sebagai pelaporan mereka
apabila auditor eksternal adalah mereka dengan ukuran firma yang besar. Hal tersebut didukung
dengan argumen bahwa perusahaan yang menunjuk KAP dengan ukuran yang besar, adalah mereka
yang memiliki tuntutan pelaporan yang tidak sederhana, sehingga mereka membutuhkan auditor
yang kompeten untuk menanganinya.

Beralih kepada faktor lainnya, Kurniawan dan Wahyuni (2018) menemukan bahwa tekanan
pemangku kepentingan dapat memengaruhi penerapan IR secara negatif, yang artinya, ketika
perusahaan mendapatkan tekanan yang cukup besar dari pemangku kepentingan, perusahaan akan
cenderung menahan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial pada IR mereka. Hal ini
secara sederhana dapat dipahami bahwa perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pembuat laporan
perusahaan, merasa tertekan sehingga mereka tidak memiliki ruang yang cukup dalam upaya
melakukan pelaporan informasi perusahaan.

Dari perspektif internal, Haji (2016) menemukan hubungan positif signifikan antara fungsi
komite audit beserta aspek spesifiknya, yaitu rapat komite audit dan otoritas komite audit terhadap
IR. Pengaruh rapat komite audit terhadap IR juga didukung oleh penelitian Chariri dan Januarti
(2017). Untuk rapat komite audit, intensitas rapat komite audit ternyata dapat meningkatkan
pengungkapan item pada integrated reporting. Hal tersebut dapat terjadi karena komite audit yang
memiliki intensitas rapat yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan fungsi
pengawasan mereka, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada pokok mereka dalam melakukan
pengawasan audit tahunan, tetapi juga dapat menyentuh substansi pelaporan perusahaan secara lebih
luas. Sementara untuk fungsi komite audit, perusahana yang memiliki fungsi komite audit yang
cukup komprehensif akan cenderung melakukan pengungkapan item yang lebih baik pada IR mereka
dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh komite audit meluas dan dapat menyentuh substansi dari IR.
Serta pada otoritas komite audit, perusahaan dengan fungsi mandatoris komite audit yang jelas
terbukti memiliki kualitas pengungkapan IR yang lebih baik, hal tersebut diakibatkan bahwa koridor



18 Akbar Kurnianto, dkk/ Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hal 16-30

pelaksanaan wewenang dari komite audit telah difokuskan sejak awal untuk mendukung
terlaksananya IR.

Dalam laporan gabungannya, KPMG, GRI, United Nations Environment Programme (UNEP)
dan Unit for Corporate Governance in Africa dari University of Stellenbosch Business School
(2010:8), menjabarkan beberapa alasan terhadap pengimplementasian pengungkapan laporan
berbasis voluntary dan mandatory. Pelaporan berbasis mandatory akan baik digunakan karena hal
itu akan membantu dalam hal komparabilitas, penghematan dana, dan standarisasi. Sementara
pelaporan berbasis voluntary juga akan tepat digunakan karena hal itu didasarkan poin fleksibilitas,
proksimal, dan aspek kepatuhan. Berkenaan dengan penerapan IR, IR telah diterapkan secara
voluntary dan mandatory. Meskipun demikian, basis voluntary dan mandatory disclosure dari IR,
masih terdapat perdebatan yang begitu menarik dari penerapan keduanya.

Berdasarkan poin-poin di atas, peneliti memandang penelitian terhadap IR relevan dilakukan,
terlebih lagi di Indonesia yang masih menerapkan basis voluntary. Sesuai dengan isu penerapan IR
di berbagai Negara terutama negara Indonesia yang masih minim. Penelitian ini akan dimaksudkan
untuk melihat pengaruh langsung dari variabel ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat
komite audit, dan otoritas komite audit terhadap integrated reporting.

TINJAUAN TEORI

Stakeholder Theory

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984), yang
menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah mereka yang terpengaruhi oleh pilihan dan
tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan mereka yang memiliki kekuatan untuk
memengaruhi pilihan tersebut. Teori pemangku kepentingan menggunakan perspektif yang melihat
ke depan dan berusaha memahami bagaimana manajer dapat menangani klaim pemangku
kepentingan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (Olsen, 2016

Integrated Reporting

Jensen dan Berg (2012) mengungkapkan, bahwa terdapat peningkatan permintaan untuk
menyatukan informasi finansial dan informasi non-finansial ke dalam satu laporan. Integrated
Reporting atau biasa disingkat IR adalah laporan terintegrasi yang berisi komunikasi singkat tentang
bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek, dalam konteks lingkungan
eksternalnya, mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
(IIRC, 2013). IR saat ini telah digunakan oleh perusahaan baik di sektor publik maupun swasta
(Macnab, 2015). Berdasarkan IR framework, tujuan utama dari IR adalah menjelaskan kepada
penyedia modal, bagaimana organisasi menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, IR
menyediakan informasi relevan baik berupa informasi finansial, maupun informasi non-finansial. IR
secara positif berpengaruh terhadap konten dan keseimbangan pada pengungkapan berkelanjutan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa IR adalah teknologi akuntansi yang berguna (Broadbent, 2016).

Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh IR adalah penekanan terhadap materialitas
(Montecalvo et.al, 2018). IIRC menyempurnakan IR dengan menghadirkan suatu framework. IIRC
menyempurnakan IR dengan menghadirkan suatu framework. Framework ini mengandung tujuh
prinsip panduan dan sembilan elemen konten.

Ukuran KAP

Ukuran KAP dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu KAP berukuran besar (the big four) dan KAP berukuran kecil (non
the big four) (Saemargani dan Mustikawati, 2015). KAP yang tergolong dalam the big four terdiri
dari KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse Copers, dan Deloitte Touche Tohmatsu. KAP
berukuran besar biasanya peduli dengan reputasi mereka karena mereka lebih bersedia bekerja
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dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan mereka
dan pastinya mereka memiliki pengalaman dalam menghadapi perusahaan dari berbagai wilayah dan
kultur (Ghani et.al, 2018).

Tekanan Pemangku Kepentingan

Tekanan Pemangku Kepentingan adalah “tekanan” dari stakeholder perusahaan terhadap
manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi finansial dan non-finansial (Kurniawan dan
Wahyuni, 2018). Tekanan pemangku kepentingan ini dapat muncul dari berbagai kelompok terhadap
perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan kelompok dengan kepentingan
tertentu (Lu dan Abeysekere, 2013). Selain itu, menurut Helmig, Spraul, dan Ingenhoff (2016),
tekanan pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan kapasitas pemangku
kepentingan untuk memengaruhi perusahan dalam pengambilan keputusan. Tekanan pemangku
kepentingan dianggap sebagai satu set tekanan yang stabil (Murillo-Luna, et. al. dalam Betts,
Wiengarten, dan Tadisina, 2015). Tekanan dari pemangku kepentingan ini akan memengaruhi
pengambilan keputusan perusahaan dalam berbagai konteks, sesuai dengan di mana posisi pemangku
kepentingan tersebut.

Tekanan pemangku kepentingan ini dapat muncul dari berbagai kelompok terhadap perusahaan,
seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan kelompok dengan kepentingan tertentu (Lu dan
Abeysekera, 2013). Dalam penelitiannya, Hamudiana dan Achmad (2017) menggunakan model
pendekatan yang dikembangkan oleh Fernandez-Feijoo (2013), yaitu pendekatan yang menjabarkan
tekanan pemangku kepentingan ke dalam empat macam kategori industri berdasarkan empat
kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu lingkungan, konsumen, investor, dan pekerja.

Rapat Komite Audit

Komite audit yang berwenang sebagai pengatur tata kelola dan struktur perusahaan merupakan
suatu komite khusus yang dibentuk oleh principal dengan tanggung jawab untuk memastikan laporan
keuangan yang dibuat manajemen perusahaan telah memberikan gambaran tentang kondisi keuangan
yang sebenarnya (Marsha dan Ghozali, 2017). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit perlu
merumuskan dan mengevaluasi serangkaian tindakan yang perlu dilakukan selama mengawasi
berjalannya kegiatan perusahaan. Dalam proses pelaksanaan hal-hal tersebut, komite audit perlu
bertatap muka dan melakukan pertemuan (rapat). Banyaknya rapat komite audit menandakan bahwa
mereka memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai komite audit (Abbott et. al.,
2000). Sementara, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 tahun 2015, rapat
komite audit diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan, atau dapat dipahami,
empat kali dalam setahun.

Otoritas Komite Audit

Otoritas komite audit merupakan mandat komite audit yang diartikulasikan secara jelas dalam
tugas organisasi tertentu (Bedard et. al, 2004). Secara konvensional, tugas komite audit telah
ditetapkan berupa tanggung jawab terhadap proses pelaporan keuangan, masalah internal control,
dan juga telah dilibatkan dalam penunjukan auditor independent. Seiring dengan perkembangan
dasar operasi perusahaan dan fokus pemangku kepentingan, peran dari komite audit mulai meluas,
seperti halnya isu tentang manajemen risiko perusahaan dan pelaporan non-finansial juga menjadi
lingkup tugas komite audit (Haji dan Anifowose, 2016).

Seiring dengan perkembangan tugas komite audit yang kian meluas, perusahaan mulai
mempertimbangkan untuk mengungkapkan otoritas komite audit yaitu tidak hanya mengurusi
masalah pelaporan finansial dan internal control. Dengan adanya tren yang demikian, ditambah lagi
kecenderungan berbagai macam perusahaan dalam mengungkapkan informasi non-finansial, otoritas
komite audit kini mulai dipertimbangkan sebagai suatu komponen pelaporan.
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Pengembangan Hipotesis

Ukuran KAP Terhadap Integrated Reporting

Auditor independen yang digunakan oleh perusahaan, dilihat dari ukurannya, dapat menjadi
salah satu acuan seberapa perusahaan tersebut membutuhkan tenaga profesional yang mampu
menghadapi kompleksitas permasalahan perusahaan dalam hal pelaporan keuangan — maupun non-
keuangan. Semakin besar perusahaan dan tentunya semakin besar kompleksitas operasi perusahaan,
pastinya perusahaan membutuhkan tenaga auditor independen yang sangat profesional. Hal tersebut
juga bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan dengan tingkat kebutuhan yang demikian, pastinya
akan membutuhkan jasa KAP dengan ukuran yang besar. Perusahaan yang memiliki tuntutan
pelaporan menggunakan IR, akan membutuhkan KAP yang kompeten dan kapabel dalam
mendukung upaya tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas informasi yang dimiliki
perusahaan berada pada tingkat yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertimbangan KAP seperti
big four mungkin akan jadi poin penting dalam mendukung upaya perusahaan terhadap pelaksanaan
IR, serta, KAP dengan kapabilitas yang mumpuni diharapkan akan membuat kualitas IR menjadi
semakin baik. Penelitian Ghani et. al. (2018) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara ukuran KAP dengan IR. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang
menggunakan jasa audit independen dengan audit firm’s size yang besar akan cenderung memiliki
kualitas IR yang baik.
H1: Ukuran KAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Integrated Reporting.

Tekanan Pemangku Kepentingan Terhadap Integrated Reporting

Pemangku Kepentingan yang merupakan komponen penting bagi perusahaan, pastinya memiliki
pengaruh — baik signifikan ataupun tidak — terhadap operasi perusahaan. Terdapat kemungkinan bagi
mereka untuk menuntut dan mendesak perusahaan untuk mewujudkan kepentingan mereka terhadap
perusahaan. Jika pemangku kepentingan memiliki tuntutan tertentu, bukan tidak mungkin bahwa hal
itu harus dilaporkan dalam laporan perusahaan. Oleh karenanya, tekanan pemangku kepentingan
mungkin akan jadi penentu seberapa IR akan terlaksa

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa tekanan
pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IR. Penelitian yang
menggunakan proksi tekanan dari pemerintah ini menjelaskan bahwa ketika tekanan pemangku
kepentingan meningkat, perusahaan akan cenderung untuk tidak mengungkapkan informasi finansial
dan non-finansial pada IR, atau bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan
yang lebih sedikit dalam melakukan IR.
H2: Tekanan pemangku kepentingan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

Integrated Reporting.

Rapat Komite Audit Terhadap Integrated Reporting

Komite Audit merupakan unsur yang begitu penting dalam berjalannya operasi perusahaan.
Komite audit yang dalam masa pelaksanaan tugasnya mengadakan beberapa kali pertemuan untuk
menjalankan tanggung jawabnya, dapat dipertimbangkan sebagai faktor penentu perusahaan dalam
upaya pengungkapan informasi finansial dan non-finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016) menunjukkan rapat komite audit
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IR. Hal tersebut menjelaskan bahwa frekuensi rapat
komite audit yang tinggi akan memengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih
banyak, terutama dalam kaitannya terhadap IR. Penelitian ini didukung Chariri dan Januarti (2017)
yang menunjukkan hasil penelitian yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit memerlukan serangkaian rapat untuk memantau
pelaksanan tugas dari komite audit. Secara logis, rapat yang intens akan membawakan pembahasan
yang semakin luas. Rapat komite audit menjadi salah satu faktor penentu terhadap IR. Karena salah
satu tugas pokok komite audit adalah mengawal jalannya audit tahunan, yang juga dimaksudkan
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untuk memaksimalkan kualitas laporan tahunan, maka pada poin ini komite audit memiliki peran

yang cukup besar dalam pengimplementasian IR. Apakah rapat dengan intensitas tertentu, atau

bahkan intensitas tinggi, akan membawakan bahasan tentang IR menjadi lebih dalam atau tidak,

sehingga kualitas IR dapat dimaksimalkan.

H3: Rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Integrated
Reporting.

Otoritas Komite Audit Terhadap Integrated Reporting

Komite Audit memiliki tugas fundamental berupa pengawasan pelaksanaan pelaporan
keuangan, pengawasan terhadap internal control, dan juga dilibatkan dalam penentuan auditor
independepen dalam rangka pelaksanaan audit tahunan. Dalam perjalanannya, nyatanya komite audit
telah mengalami perkembangan yang cukup luas. Kini, lingkup otoritas komite audit mampu
mencakup upaya-upaya yang membutuhkan tingkat observasi yang lebih kompleks.

Penelitian Haji dan Anifowose (2016) menunjukkan bahwa otoritas komite audit memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap IR. Hal itu menjelaskan bahwa perusahaan yang
mengungkapkan informasi tentang otoritas komite audit memiliki tingkat penerapan IR yang baik.
Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa komite audit yang memiliki tugas dan wewenang tertentu akan
menunjang diungkapkannya informasi finansial dan non-finansial.

Perluasan otorisasi komite audit mampu menciptakan hasil yang berbeda dari hanya
terlaksananya audit tahunan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tahunan. Informasi non-finansial
yang tidak terlalu disorot dalam audit tahunan dapat tersentuh dalam konteks perluasan otorisasi
komite audit. Tersentuhnya informasi non-finansial berpotensi meningkatkan pengawasan yang
lebih luas, sehingga IR dapat dimaksimalkan dengan baik. Singkatnya, apabila komite audit memiliki
otorisasi untuk mendukung pelaksanaan IR, maka peningkatkan kualitas IR diharapkan akan terjadi.

H4: Otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap Integrated
Reporting.

Rerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran KAP
HI
Tekanan Pemangku H2
Kepentingan
Integrated
H3 Reporting
Rapat Komite Audit
H4
Otoritas Komite
Audit

Gambar 1. Rerangka Konseptual
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METODE

Objek dan ruang lingkup yang diteliti dalam penelitian ini adalah integrated reporting dari
perusahaan di sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016 - 2017. Perusahaan di sektor ini dipilih karena penulis menilai informasi yang dimiliki
oleh perusahaan yang beroperasi pada sektor ini cukup kompleks.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi
berganda yang digunakan dalam memprediksi variasi dari variabel terikat dengan meregresikan lebih
dari satu variable bebas.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti, real estat, dan
konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017. Sedangkan sampel
dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, di mana sampel diseleksi
berdasarkan kriterika berikut ini:

1. Perusahaan properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2016-2017 dan mempublikasikan laporan tahunan selama tahun observasi;
2. Perusahaan yang tidak memiliki bias informasi mengenai variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu integrated
reporting serta variabel-variabel bebas yang meliputi ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan,
rapat komite audit, dan otoritas komite audit. Berikut pengukuran masing-masing variabel:

Integrated Reporting adalah komunikasi singkat tentang bagaimana strategi organisasi, tata
kelola, kinerja, dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternalnya, mengarah pada penciptaan
nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang (IIRC, 2013). Penelitian ini menggunakan
Indeks IR sebagai instrumen penelitian (proksi) untuk menentukan tingkat penerapan integrated
reporting sebagaimana telah digunakan dalam penelitian sebelumnya (e.g. Chariri dan Januarti,
2017, Haji dan Anifowose, 2017, Ghani, et. al., 2018, Kurniawan dan Wahyuni, 2018). Indeks IR ini
mengadopsi konteks checklist yang selaras dengan konten elemen yang dijabarkan dalam IR
framework. Sesuai IR framework, terdapat sembilan konten elemen: (1) ikhtisar organisasi dan
lingkungan eksternal, (2) tata kelola, (3) model bisnis, (4) risiko dan peluang, (5) strategi dan alokasi
sumber daya, (6) kinerja, (7) Selayang pandang, (8) dasar persiapan dan penyajian, (9) pedoman
pelaporan umum. Total item yang harus diungkapkan adalah sebanyak 42 item. Masing-masing item
akan dinilai “1” apabila item tersebut diungkapkan oleh perusahaan, sementara “0” apabila
perusahaan tidak mengungkapkan item tersebut.

Total item yang diungkapkan pada laporan

Nilai IR =
ral Total item sesuai IR Framework

Kantor Akuntan Publik (Audit Firms/KAP) adalah organisasi yang melakukan jasa profesional
yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi partner, dan staf professional.
Ukuran KAP dapat didefinisikan sebagai ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP
(Firyana dan Septiani, 2014). Ukuran KAP terbagi menjadi dua: KAP berukuran besar (the big 4
audit firms) dan KAP berukran kecil (non-the big 4 audit firms). Untuk mengukurnya, digunakan
variabel dummy, di mana nilai “1” diberikan kepada big 4, sementara nilai “0” diberikan kepada non-
big 4. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ghani et. al., (2018).

Menurut Kurniawan dan Wahyuni (2018) tekanan pemangku kepentingan adalah “tekanan” dari
stakeholder perusahaan terhadap manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi finansial dan
non-finansial (informasi komprehensif). Proksi untuk variabel stakeholder’s pressure pada
penelitian ini menggunakan model yang dikembankan oleh Kurniawan dan Wahyuni (2018).
Pengukuran dilakukan dengan dummy terhadap stakeholder’s pressure yang diwakili oleh
government’s pressure. Nilai “1” diberikan apabila terdapat kepemilikan pemerintah pada saham
perusahaan yang bereder dan nilai “0” diberikan apabila tidak terdapat kepemilikan dari pemerintah.



Akbar Kurnianto, dkk/ Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hal 16-30 23

Rapat audit dapat didefinisikan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam
rangka menjalankan tugas mereka sebagai mandatoris pemegang saham. Untuk menghitung variabel
ini, peneliti melihat total rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu periode pelaporan, yang
diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Model perhitungan seperti ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Chariri dan Januarti (2017), serta Haji dan Anifowose (2016).

Bedard et. al., (2004) menyatakan Otoritas Komite Audit merupakan mandat komite audit yang
diartikulasikan secara jelas dalam tugas organisasi tertentu. Walaupun pada dasarnya komite audit
memiliki otoritasi berupa pengawasan terhadap pembuatan laporan tahunan, internal control, atau
serangkaian prosedur pengawasan lainnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa komite audit
memiliki tugas khusus selain dari pada hal tersebut. Kecenderungan yang demikian, membuat
perusahaan perlu untuk mengungkapkan sejauh apa tingkat otorisasi komite audit. Variabel dummy
digunakan untuk menghitung audit committee authority. Nilai “1” digunakan apabila terdapat
pernyataan secara jelas dalam laporan tahunan bahwa komite audit memastikan adanya integritas
pengungkapan IR, sementara “0” digunakan sebaliknya. Model seperti ini selaras dengan penelitian
yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016).

Persamaan linear regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

IR = a + BIASIZE + B2PRESS + B3ACMEET + f4ACAUTH + ¢
Keterangan:

IR merupakan Integrated Reporting

ASIZE merupakan Ukuran KAP

PRESS merupakan Tekanan Pemangku Kepentingan

ACMEET merupakan Rapat Komite Audit

ACAUTH merupakan Otoritas Komite Audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 69 perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di BEI hingga
tanggal 31 Desember 2017, hanya 59 perusahaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan.
Selanjutnya, terdapat satu perusahaan yang memiliki bias informasi terhadap satu variabel penelitian
dalam laporan tahunannya. Sehingga hanya 58 perusahaan tersebut yang memenuhi kriteria data
penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif guna mengetahui informasi terkait
gambaran dan persebaran data yang diteliti. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari nilai rata-rata, maximum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

ASIZE PRESS ACMEET ACAUTH IR
Rata-rata 0.224138 21.44313 5.801724 0.698276 0.618637
Maximum 1 24.41372 29 1 0.857143
Minimum 0 17.31202 0 0 0.309524
Std. Dev. 0.418823 1.507170 4.664798 0.460998 0.144708
Observasi 116 116 116 116 116

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019
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Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui pengujian asumsi Klasik, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan
uji regresi linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda ini diperuntukkan membuktikan hipotesis
penelitian. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Std. Error T-Statistik Prob.

C 0.164991 0.158983 1.037785 0.3016

ASIZE -0.048805 0.027367 -1.783347 0.0773

PRESS 0.014198 0.007454 1.904817 0.0594

ACMEET 0.015568 0.002433 6.399930 0.0000

ACAUTH 0.099983 0.024713 4.045814 0.0001
R-squared 0.428428 Mean dependent var 0.618637
Adjusted R-squared 0.407830 S.D. dependent var 0.144708
S.E. of regression 0.111356 Akaike info criterion -1.510014
Sum squared resid 1.376428 Schwarz criterion -1.391325
Log likelihood 92.58083 Hannan-Quinn criter. -1.461833
F-statistic 20.80029 Durbin-Watson stat 1.662637

Prob(F-statistic) 0.000000 |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
IR = 0.164991 - 0.048805ASIZE + 0.014194PRESS + 0.015568ACMEET + 0.099983ACAUTH

Uji Statistik F

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, probabilitas 0.00000 lebih kecil dari nilai probabilitas
0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian
dan dapat digunakan untuk menaksir nilai aktual secara statistik.

Uji Koefisien Determinasi (R?)

Berdasarkan hasil Tabel 2, dapat dilihat bahwa adjusted R-squared diperoleh sebesar 0.407830.
Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen
sebesar 0.407830 atau 40.78%. Sementara angka sisanya, menunjukkan variabel dependen dapat
dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen.

Uji Statistik t
Dari hasil pengujian statistik t pada tabel 2, dapat diketahui hasil hipotesis yang terbentuk secara
parsial antara variabel Ukuran KAP, Tekanan Pemangku Kepentingan, Rapat Komite Audit, dan
Otoritas Komite Audit terhadap IR sebagai berikut:
H1: tidak diterima lantaran nilai probabilitas 0.0773 > 0.05
H2: tidak diterima lantaran nilai probabilitas 0.0594 > 0.05
H3: diterima lantaran nilai probabilitas 0.0000 < 0.05.
H4: diterima lantaran nilai probabilitas 0.0001 < 0.05.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian hipotesis tidak mampu membuktikan bahwa ukuran KAP dapat memberikan
pengaruh terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa KAP dengan ukuran yang besar tidak mampu
menjamin kualitas pelaksaan IR. Di lain hal, KAP dengan ukuran tidak besar, bukan berarti tidak
dapat mengakomodir kebutuhan client yang lebih kompleks dari perusahaan kebanyakan.

Hasil ini tidak berpengaruh dapat disebabkan karena KAP dengan ukuran yang besar telah
memiliki standart operation procedure tersendiri yang belum mampu mengakomodir adanya
keinginan client yang menuntut pelaksanaan IR. Hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa KAP
dengan ukuran yang besar menilai praktik IR belum saatnya diterapkan pada perusahaan terkait.
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Tuntutan adanya pengungkapan informasi yang terintegrasi dan lebih kompleks mungkin
menjadi pertimbangan tertentu mengapa KAP dengan ukuran besar tidak mampu memperlancar
praktik IR. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan praktik IR di Indonesia yang masih belum
mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk KAP sebagai pemberi jasa asersi kepada
perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soliman (2013) dan Agyei-Mensah (2012) yang menguji
pengaruh antara variabel ukuran KAP terhadap voluntary disclosure. Kedua penelitian tersebut tidak
berhasil membuktikan hipotesis yang dikembangkannya mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap
voluntary disclosure, sehingga tidak ditemukan bukti bahwa ukuran KAP mampu memengaruhi
variabel dependen.

Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian hipotesis tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara tekanan peamngku
kepentingan dan IR. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang diperoleh dari pemangku kepentingan
tidak mampu memengaruhi manajemen dalam meningkatkan kualitas IR.

Hasil penelitian ini tidak berpengaruh disebabkan karena tekanan yang datang dari pemangku
kepentingan tidak mampu diakomodir oleh manajemen perusahaan. Pada sisi yang berbeda,
pemangku kepentingan juga belum memiliki pemahaman yang memadai tentang IR, sehingga
pemangku kepentingan belum bisa memberikan tuntutan strategis yang benar-benar mampu
dipahami oleh manajemen perusahaan dan mampu menggerakkan praktik IR pada perusahaan.

Tidak terbuktinya pengaruh antara tekanan pemangku kepentingan ini tidak sejalan dengan teori
pemangku kepentingan yang menyebutkan bahwa kebijakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh
pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas tertentu terhadap
perusahaan tidak terbukti mampu meningkatkan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial
yang diharapkan apabila IR diterapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam konteks praktik
IR, perusahaan memandang pemangku kepentingan sebagai pihak yang tidak memiliki peran
strategis yang mampu memengaruhinya dalam pelaksanaan praktik tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018).yang menguji pengaruh terhadap
laporan berkelanjutan. Dari hasil penelitian tersebut, tidak ditemukan pengaruh dari pemangku
kepentingan yang merupakan pemegang saham terhadap laporan berkelanjutan. Hasil tersebut
memberikan jawaban bahwa kualitas laporan berkelanjutan tidak dapat ditingkatkan apabila terdapat
tekanan dari pemangku kepentingan yang merupakan pemegang saham.

Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara rapat komite audit
terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang tinggi dapat
meningkatkan kualitas IR. Dengan frekuensi rapat yang tinggi, pembahasan bisa semakin luas dan
komprehensif, sehingga poin-poin mengenai IR akan bisa tersentuh dan pengungkapan informasi
finansial dan non-finansial akan didukung dengan baik.

Komite audit yang memiliki frekuensi rapat yang intens, mampu mengakomodir pengungkapan
informasi yang lebih luas. Pengungkapan informasi tersebut mampu menjamah keinginan
manajemen ataupun principal yang menghendaki terlaksananya IR dalam pelaporan perusahaan
mereka. Selain itu, dengan frekuensi yang tinggi, komite audit juga mampu menjamin kualitas
pengungkapan IR karena evaluasi mendalam yang dilakukan selama rapat tersebut dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016),
serta Chariri dan Januarti (2017). Kedua penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang positif dan
signifikan antara rapat komite audit dan IR. Frekuensi rapat yang tinggi nyatanya mampu membawa
pengungkapan informasi menjadi lebih baik sehingga praktik IR dapat dilakukan secara lebih
maksimal.
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Pengaruh Otoritas Komite Audit terhadap Integrated Reporting

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan pengaruh yang positif dan siginifkan
antara otoritas komite audit dan IR. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa otoritas komite audit yang
meluas, tidak hanya berfokus terhadap pengawalan audit tahunan dan informasi keuangan, mampu
memberikan added value terhadap pelaporan perusahaan.

Perluasan otoritas yang mampu menjamah informasi non-keuangan dapat membawakan praktik
IR di perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga informasi yang diungkapkan sejalan dengan IR
framework dan mampu memberikan informasi yang lebih terintegrasi. Tersajinya informasi yang
terintegrasi, sesuai teori pemangku kepentingan, merupakan hasil yang dipengaruhi oleh tuntutan
pemangku kepentingan yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pelaporan, terkhusus
terlaksananya IR secara maksimal. Perluasan tersebut mampu memberikan manuver yang lebih
komprehensif bagi komite audit untuk menjalankan fungsinya dalam rangka pengawalan pelaporan
perusahaan, sehingga IR menjadi poin Kritis yang berada dalam otoritas komite audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose
(2016). Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang positif dan signfikan antara otoritas komite
audit dan IR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
diajukan sebelumnya, yaitu membuktikan apakah variabel ukuran KAP, tekanan pemangku
kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit memiliki pengaruh terhadap integrated
reporting. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari
laporan tahunan perusahaan sektor property, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2016-2017 dengan total observasi yang diteliti sebesar 99.

Jika melihat hasil pengujian hipotesis, acuan perusahaan, dan tujuan penelitian ini, maka
penelitian ini dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran KAP tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran
KAP yang besar tidak mampu mendukung pengimplementasian praktik IR pada perusahaan.

2. Tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tekanan berlebih yang datang dari pemangku kepentingan tidak dapat
meningkatkan kualitas praktik IR pada perusahaan.

3. Rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan komite audit
dengan frekuensi rapat yang makin tinggi mampu memberikan peningkatan terhadap
implementasi IR pada perusahaan. Otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap IR. Hal ini menjelaskan otoritas komite audit yang diperluas, mampu
memberikan dampak peningkatan terhadap praktik IR perusahaan.

Saran

1. Perlu lebih dalam mengkaji dan mencari landasan yang kuat tentang integrated reporting secara
lebih komprehensif.

2. Perlu memperluas sektor industri yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian agar hasil
yang didapatkan dapat memberikan penjelasan yang lebih luas.

3. Perlu mempertimbangkan pengujian variabel independen lain guna mencari tahu faktor
pengaruh IR secara lebih luas.

4. Perlu mempertimbangkan operasionalisasi variabel lain pada variabel ukuran KAP seperti
jumlah partner, total pendapatan, dan jumlah auditor.

5. Perlu mempertimbangkan operasionalisasi variabel lain pada variabel tekanan pemangku
kepentingan seperti jumlah publikasi media terkait konflik perusahaan dengan masyarakat,
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putusan pengadilan, tekanan efisiensi keuangan perusahaan, dan restrukturisasi atau pergantian
direksi.

6. Perlu mempertimbangkan cara mengukur IR yang tidak hanya menggunakan checklist item agar
pengukuran tidak terbatas pada item yang diungkapkan, tetapi kualitas dari IR itu sendiri.
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